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g 1ZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-IKHLAS
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN XABUPATEN GARUT

bahwa pendidikan anak usia dini scbagai satuan pendidikan nonformal merupakan
kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur
pendidikan nonformal; | b
bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas
status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya. perlu izin
pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut; .

bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23); Yo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

Peraturan Menturi Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); . i
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik In

Tahun 2003 Nomor 78); a0

8. Peraturan Menteri Pendidikan da 1dl
" pendirian Satan Pendidikan Anak Usia




: sehmgga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyz +
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ymg
akan ditentukan kemudian; i

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan
: ditentukan kemudian: -
4, Hal-iml yang belum di atwr dalam keputusan 1mﬁ:m¢ﬁnwleh& '
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